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PENATARAN PEMERTKSA TAIIUN 1992/1993

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESILA

Menimbang : bahwa untuk meni nghkatkan Inlegrilas Repribadian,
. kemampuan Lehnis profesional dan Disi plin Nasional
para Jaksa dan dalam rangka untuk membentuk aparat
pencgak hukum yang handal dan terpereaya Lerub.ama
peningkatan  pengetahuan  dan spesialisasi yang
tinggi, maka dipandang perlu menyelenggarakan
Penataran Pemeriksa Tahun 1992/1993.

Mengingal, : 1. Undang-Undang Nomor § Tahun 1971 tLenlLang
Kejaksaan Republik Indoncsia;

2. Kepubusan Presiden Republik I'ndonesia Nomor 55
Tahun 1991 tentang Pokok-pokok Organisasi dan
Tata Kerja Kecjaksaan Republik Tndonesia;

3. Kepulusan Jakua Agung Republik Indonesia Nomor
KEP-035/JA/3/1992 Lenlang  Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesiag

4. Daltar Tsian Proyck Kejaksaan  Agung  Republik
Indonesia Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK TNDONESTIA TENTANG
PENATARAN PEMERIKSA TAIIUN 1992/1993.

PERTAMA : Tempat dan Penyclenggara Pcndidikan,
1. Penataran diselenggarakan di Pusal Pendidikan
dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik

Indonesin, di Jakarta.

2. Penyelenggara penataran adalah Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Kejaksann Agung Republik  Tndone -

sia.
KEDUA : Peserta Penalaran

1. Pescrla penataran adalah  para  Jaksa pada



KETIGA

LKEEMPAT

KELTMA

KEENAM

KETUJUNI

Kejaksaan  Aguny Republik Indonesin »  Rejalanan
Tinggi dan Kejaksaan Negeri sclurub Tndonesia.

2. Jumlah peserta penataran adalah 30 (Liga puluh)
orang yang rincian nama-namnnyn nkan di Lenlukan
oleh Jaksa Agung Muda Pembinann.

Tujuan Penataran

Meningkatkan Tntegritas Kepribadinn, Kemampuan
Tehnis Profesional dan Disiplin Nasional schingga
diharapkan para pejabalt Kejaksaan lebih  borkewmam-
punn dalam  melakasanakan Lugns  penepgakan huldcm,
pembangunan  dan missi keadilan dilandasi dengan
semangat pengabdian yang tinggi.

Rurikulum dan Paran Pengajnr

1. Jumlah kurikulum/mata pPelajaran dan para penga-
Jar/Widyalswara sceperli Leroeoanlum dalam Lampir-
an I.

2. Jumlah jam seluruhnya 240 jam @ 410 menil unlul
selinp mata pelajnrenn. .

Jangka Waktu Penalaran.

1. Penataran dilaksanakan selamn 1 (satu)  bulan
dan para peserta diwajibkan masuk asramn.

2. Penataran dimulai pada btanggal 8 Juni 1992  dan
akan ditutup pada tanggal 7 Juli 1992.

3. Pelajaran diberikan pvada  scliap hari  kerja
pagi, siang dan malam hari.

1. Pcdoman Lkegiatan sehari-hari +tercantum dalam
Lampiran IT.

.

Penilaian dan Penghavgaan.

1. Sclama  mengikuti ‘Penalbaran Lerhadap scliap
peserta dilakukan pengamalan untuk penilaian
prestasi Lentang ilmu pengelahuan, kelerawmpilan
dan sikap yang cara-caranya dialur dalanm
ketentuan tersendiri.

2. Kepada moerchka yang Lelah  selesai  mengikul
penataran diberikan Sural Tanda Tama L mengikul i
Pendidikan dan Pelatihan (STTP) yang dilandala-
ngani oleh Kepala Pusal, Pendid ikan dan Pelalih-
an Kejaksaan Agung R.1.

Pembiayaann
Biaya penyelenggaraan  penalaran “ind dibebankan

seluruhnya kepada anggonran Dafltar Tainn Proyek
(DID) Pendidikan/Pelat.ihan Tenaga Kejaksaan  Tahun
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KEDELAPAN

KESEMBILAN

1992/1993 Nomopr : 029/vI/3/1992 tanggal 14 Marer

1992 Seperti tercantum dalam Petunjuk Operasional
Pada Lampiran IIT,

Tanggung Jawab Penataran.

Jawab kepada Jaksa Agung 'Republik Tndonesia atas

pcnyelenggaraan_ Penatl.arar Pemerikssy Tahun 1992/
1993. )

Penutuy P.

1. Hal-hal Yang belum diatur dalam Keputusan inj

akan ditetapkan lebik lanjut oleh Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihanh

2, Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggnl
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan
pPerbaikan seperlunya,

SALINAN Keputusan ing disampaikan kepada

1. Menterj Negara Pendayagunaan Aparalur Negara,
di Jakarta,

2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
di Jakarta, .

3. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta.

41, Dirjen Anggaran Departemen Keuangnnm+Republik
Indonesia, di Jakarta,

5. Kepala Kantor Pugat Perbendaﬁaruun Negara
Departemen Keuangan, di Jakarts.

6. Kepala Pusat Pendidikan dan pclatihan
Kejaksann Agung Republ ik Tndonnniu, di
Jakarta. .

7. Kepalan Diro Kepegawaian Kejaksaan Agung

Republik Indonesia, di Jakarta.

8. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung
Republik Indonesia, di Jakarta.

9. Pars Kepala Kejaksaan Tinggi selurul

Indonesia, -
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PETIKAN Kepulusan ini  dj sampatilkan Itepada Yiny
bcr‘s:,mgku Ltan  untuk digunakan sebagaimana
meslinyg.
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Di_l.c[.;u.)k.'-,m di T a g ar Lo
Padan Langyar € Juni 1992,




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN JAKSA' AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR KER~Q&1/AT.A/G/1992.
TANGGAL . 6 JUNI 1992,

KURTKULUM PENATARAN PEMERIKSA
TAHUN 1992/1993.
1 (SATU) BULAN = 240 JAM PLLAJARAN

i JUMLAH
NO KURIKULUM DOSEN/WIDYAISWARA JAM PELAJARAN
! 2 3 4
1
. - KELOMPOK DASAR _
Etika Profesi Jaksa = T.A. RAUMAN, SH. 8
= II. MARTIN RAIMAN, 811,
2. Manajemen Kejaksaan dan Kepemimpinan dalam
PUDK. - H.SOBWARNO, s, 6
- R.M, SIMATUPANG, s,
- DRS.M,HAFIDZ ALAMSYAH,
SH.
3. Pola Membina Rasa Keadilan H.SOEWARNO, SH. 6
4. Dinamika Kelompok = H. HARRY MOERDJONO, sH, 6
- MASFAR SAFAR, sH.
5. Tata Upacara Militer ('TUM) KODAM V / JAYA 4
.“ —_—
. 30
I.. KELOMPOK INTI
1. Sistem dan Strategl Pengawasan SEKRETARLS JAKSA AGUNG 10
: MUDA PENGAWASAN.
T2, Teknik Pengawasan Kepegawalan dan Tugas Umum INSPEKTUR KEPLEGAWALAN 10
DAN TUGAS UMUM.
3. Teknik Pengawasan Keuangan Perlengkapan dan INSPEKTUR KEUANGAN, PER . 10
Proyek Pembangunan. LENGKAPAN, DAN PROYEK -
PEMBANGUNAN .
4. Teknik Pengawasan Intelijen INSPEKTUR INTELIJEN 8
3. Teknik Pengawasan Pidana Umum INSPEKTUR PIDANA UMUM 8
6. Teknik Pengawasan Pidana Khusus, Perdata dan INSPEKTUR PIDSUS DAN 8
Tata Usaha Negara. DATUN.
7. " Diskusi/Gladi Administrasi Pengawasan - R.M, SIMATUPANG, SH, 58
- DJAJOES SOEPONO,SH
— IDRIS NOOR, SH.




1 2 3 4
9. Sarana Pengawasan Melekat D. SOEKARNO, SH. 8
10. Studi Lapangan ' TEAM PENGARAH 30
11. Diskusi Kelompok TEAM PENGARAH 10
12 e mdnar TEAM PENGARAH 10
190
S
AUER KELOMPOK PENUNJANG
1. Penertiban Aparatur Negara M. DJUFRI IBRAHIM, SH. 10
2 Kearsipan TAUFIK PANUDJU, SH. 10
20
IV, CERAMAH-CERAMAH :
154 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
2 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA.
e KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN -
PEMBANGUNAN.
4. JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN.
g8 KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATTHAN.




